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Abstrak 

Banyak kasus illegal fishing yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan 

hukum tetap. Salah satu putusan tersebut yaitu putusan pengadilan negeri nomor 

17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran. Dalam putusan tersebut, pelaku dihukum berdasarkan Pasal 

93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua 

puluh miliar rupiah). Namun terdakwa dalam putusan tersebut hanya dijatuhkan pidana 

denda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta 

menganalisis penerapa putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana illegal fishing 

(studi putusan pengadilan negeri nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran). Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder dan 

metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan 

analitis, serta menggunakan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian 

dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan putusan pemidanaan 

kepada pelaku tindak pidana illegal fishing (studi putusan nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN 

Ran) di mana hakim hanya menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa, ididasarkan 

iketentuan dalam iPasal i102 iUndang-Undang iNomor i31 iTahun i2004 itentang 

iPerikanan yang mengatur bahwa iketentuan itentang pidana ipenjara idalam iUndang-

Undang iini itidak iberlaku ibagi itindak ipidana idi ibidang perikanan iyang iterjadi idi 

iwilayah ipengelolaan iperikanan Republik iIndonesia isebagaimana dimaksud idalam 

iPasal i5 ayat (1) ihuruf ib, ikecuali itelah iada iperjanjian iantara Pemerintah Republik 

iIndonesia idengan ipemerintah inegara asal iyang ibersangkutan. Menurut ipenulis 

bahwa isudah isepatutnya ihakim imenjatuhkan ipidana ipenjara bersamaan idengan 

ipidana denda karena ipemidanaan ihanya idengan ipidana denda idirasa ikurang iefektif 

idalam imemberantas tindak ipidana iiillegal ifishing. iPenulis imenyarankan iagar ihakim 

menjatuhkan ipidana ipenjara bersamaan idengan ipidana idenda iagar isetiap orang 

iyang imelanggar iaturan itersebut imemiliki efek ijera. 

 

Kata Kunci: Putusan pemidanaan; tindak pidana; illegal fishing 

 

Abstract 

Many illegal fishing cases have been decided by the courts and have permanent legal force. One of 

these decisions is the district court decision number 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran. In the 

judgment, the perpetrator was punished based on Article 93 paragraph (2) Jo. Article 27 paragraph 

(2) of Law Number 45 of 2009 with the threat of imprisonment for a maximum of 6 (six) years and 
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a maximum fine of Rp. 20,000,000,000.00 (twenty billion rupiah). However, the defendant in the 

judgment was only sentenced to a fine. Therefore, this study aims to find out and understand and 

analyze the issuance of criminal convictions to perpetrators of illegal fishing crimes (study of 

district court decision number 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran). This research uses a type of 

normative legal research, using secondary data and methods of approaching laws and regulations, 

case approaches, and analytical approaches, as well as using qualitative data analysis. Based on the 

findings of the study and discussion, it can be concluded that the application of the conviction 

decision to the perpetrators of illegal fishing crimes (study verdict number 17/Pid.Sus-

Prk/2021/PN Ran) where the judge only imposes a fine on the defendant, based on the provisions in 

Article 102 of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries which regulates that The provisions on 

imprisonment in this Law do not apply to criminal acts in the field of fisheries that occur in the 

fisheries management area of the Republic of Indonesia as referred to in Article 5 paragraph (1) 

point b, unless there has been an agreement between the Government of the Republic of Indonesia 

and the government of the country of origin concerned. According to the author, it is appropriate 

for judges to impose imprisonment along with fines because punishment only with fines is 

considered ineffective in eradicating illegal fishing. The author suggests that the judge impose a 

prison sentence along with a fine so that everyone who violates the rule has a deterrent effect. 

  

Keywords: Sentencing verdict; criminal; illegal fishing 

 

A. Pendahuluan 

Indonesia isebagai isebuah inegara 

kepulauan iyang isebagian ibesar 

wilayahnya terdiri idari ilaut, imemiliki 

ipotensi iperikanan yang isangat ibesar dan 

iberagam. iPotensi perikanan iyang 

idimiliki imerupakan ipotensi ekonomi 

yang idapat idimanfaatkan iuntuk masa 

idepan imasyarakat, bangsa, dan negara 

sebagai itulang ipunggung ipembangunan 

nasional. iLaut itidak ihanya dilihat 

isebagai media ijuang inegara, itetapi iturut 

isebagai ruang ipenghidupan rakyat 

iIndonesia. Namun kondisi ihingga ihari 

iini, itidak imemberikan sesuatu yang 

icukup iberarti ibagi imereka yang 

imenggantungkan ihidupnya ipada 

pengelolaan isumber idaya ipesisir idan 

ilaut Indonesia, iseperti inelayan dan 

petambak nasional imenjadi ikomunitas 

masyarakat yang irapuh isecara ekonomis, 

ipendidikan, kesehatan, idan ihal-hal 

imendasar ilainnya (Nunung Mahmudah: 

2015, 2).  

Kondisi itersebut imenunjukkan 

ikurang maksimalnya ipemanfaatan 

sumber idaya ilaut yang idiperparah 

idengan ilemahnya isistem keamanan ilaut. 

Maraknya ikasus ipencurian ikan ioleh 

ikapal-kapal ibesar idengan peralatan yang 

ilebih icanggih imenunjukkan bahwa 

ipengawasan idan iperlindungan terhadap 

iwilayah iperairan iIndonesia ikurang 

diperhatikan. iKasus-kasus iini sering 

iterjadi tanpa iadanya iupaya iyang iserius 

idari pemerintah iuntuk mengungkapnya 

(Nunung Mahmudah: 2015, 2). iHal iini 

mengakibatkan potensi ilaut iIndonesia 

iterganggu akibat ancaman idari iadanya 

iillegal ifishing. 

Illegal ifishing imerupakan isalah isatu 

bentuk ikejahatan iyang iterjadi idi perairan 

Indonesia. iIllegal ifishing iadalah iistilah 

populer iyang idipakai iuntuk menyebut 

itindak pidana idi ibidang iperikanan. 
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iIllegal ifishing dapat idiartikan sebagai 

ikegiatan iperikanan yang imelanggar 

ihukum, idi imana ikegiatan perikanan 

itersebut idilakukan ioleh isuatu negara 

itertentu iatau ikapal iasing idi perairan 

yang ibukan imerupakan iyurisdiksinya 

tanpa iizin idari inegara yang imemiliki 

yurisdiksi iatau ikegiatan ipenangkapan 

iikan tersebut bertentangan idengan 

ihukum idan peraturan inegara iitu 

(Sartono, Lukman Yudho Prakoso, dan 

Dohar Sianturi: 2019, 55). iIndonesia 

imemiliki wilayah iyang disebut isebagai 

iZona iEkonomi iEksklusif Indonesia  

(ZEEI).  

Produk ihukum itentang iperikanan idi 

Indonesia idiatur idalam iUndang-Undang 

Nomor i31 iTahun i2004 itentang 

iPerikanan dan iUndang-Undang Nomor 

i45 iTahun i2009 tentang iPerubahan iatas 

iUndang-Undang Nomor i31 Tahun i2004 

itentang iPerikanan. Menurut iPasal i1 

iangka i21 iUndang-Undang Nomor i45 

iTahun i2009, iZEEI iadalah ijalur di iluar 

idan iberbatasan idengan ilaut teritorial 

Indonesia isebagaimana iditetapkan 

berdasarkan iundang-undang yang 

iberlaku tentang iperairan iIndonesia iyang 

imeliputi dasar ilaut, itanah idi bawahnya, 

idan iair idi atasnya ibatas iterluar i200i 

(dua iratus) imil laut yang diukur idari 

igaris ipangkal ilaut teritorial iIndonesia. i1 

i(satu) imil isama dengan 1,609 KM, 

isehingga i200 i(dua iratus) mil itersebut 

isama idengan i321,8 iKM. 

Lemahnya ipengawasan idan 

ipenegakan ihukum iterhadap ipara 

ipelaku illegal ifishing ini itelah 

imenyebabkan ipara ipelaku itidak pernah 

ijera. iProses hukum iyang iselama iini 

hanya imenyentuh ikalangan iawak ikapal 

semata itanpa berusaha imengungkap iotak 

pelaku iyang isesungguhnya. iHal iini 

menyebabkan kerugian ibesar iterhadap 

negara, ikalangan inelayanan itradisional, 

dan masyarakat ipesisir. iKerugian inegara 

akibat ipenangkapan iikan isecara iliar oleh 

kapal-kapal ipenangkap iikan inelayan 

iasing dikhawatirkan ikian meningkat 

isejalan dengan isemakin ibanyaknya 

ijumlah ikasus-kasus pelanggaran idi 

ibidang perikanan(Nunung Mahmudah: 

2015, 2).  

Berbagai iproduk ihukum iyang 

idikeluarkan ioleh iPemerintah iIndonesia 

untuk imengatur imasalah iperikanan 

diharapkan idapat imeminimalisasi 

kejahatan di ibidang iperikanan iserta 

idapat memaksimalkan ipemanfataan idan 

perlindungan isumber idaya ilaut. iNamun 

faktanya, iberbagai iproduk ihukum 

tersebut belum idapat imeminimalkan 

iillegal ifishing (Nunung Mahmudah: 2015, 

3). 

Banyak ikasus iillegal ifishing iyang 

itelah diputus ioleh ipengadilan idan telah 

berkekuatan ihukum itetap. iSalah isatu 

putusan itersebut iyaitu iputusan 

pengadilan negeri inomor i17/Pid.Sus-

Prk/2021/PN iRan. Dalam iputusan 

tersebut, ipelaku idihukum berdasarkan 

iPasal i93 iayat i(2) iJo. iPasal i27 ayat i(2) 

Undang-Undang iNomor i45 iTahun 2009. 

iMenurut iPasal i27 iayat i(2) iUndang-

Undang iNomor i45 iTahun i2009 itentang 

Perubahan iatas iUndang-Undang Nomor 

i31 Tahun i2004 itentang iPerikanan ibahwa 

isetiap orang iyang imemiliki dan/atau 

mengoperasikan ikapal ipenangkap iikan 

berbendera iasing iyang digunakan iuntuk 

melakukan ipenangkapan iikan idi iZEEI 

iwajib memiliki iSIPI. SIPI imerupakan 

isingkatan dari iSurat iIzin iPengangkapan 

iIkan. iDalam Pasal 1 angka i17 iUndang-

Undang iNomor 45 Tahun i2009 itentang 

iPerubahan iatas Undang-Undang iNomor 
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i31 iTahun i2004 tentang iPerikanan, iSIPI 

iadalah iizin tertulis yang iharus idimiliki 

isetiap ikapal iperikanan untuk imelakukan 

penangkapan iikan iyang merupakan 

ibagian itidak iterpisahkan idari SIUP. 

Sedangkan iSIUP imerupakan singkatan 

idari iSurat iIzin iUsaha iPerikanan. Dalam 

iPasal i1 iangka i16 iUndang-Undang 

Nomor i45 iTahun i2009 itentang 

Perubahan atas iUndang-Undang iNomor 

i31 iTahun i2004 tentang iPerikanan, SIUP 

iadalah iizin itertulis yang iharus idimiliki 

iperusahaan iperikanan  untuk melakukan 

iusaha iperikanan idengan menggunakan 

isarana iproduksi iyang tercantum idalam 

iizin itersebut. 

Sedangkan imenurut iPasal i93 iayat 

i(2) Undang-Undang iNomor i45 Tahun 

i2009 tentang iPerubahan iatas iUndang-

Undang Nomor i31 iTahun i2004 tentang 

iPerikanan bahwa isetiap iorang iyang 

imemiliki idan/atau mengoperasikan ikapal 

ipenangkap iikan berbendera iasing 

imelakukan penangkapan ikan idi iZEEI 

iyang itidak imemiliki iSIPI sebagaimana 

idimaksud dalam iPasal i27 iayat (2), 

idipidana idengan ipidana ipenjara ipaling 

lama i6 (enam) itahun idan idenda ipaling 

banyak iRp i20.000.000.000,00 (dua ipuluh 

miliar irupiah). iBerdasarkan iuraian 

itersebut, maka ipidana ipenjara idan 

ipidana denda merupakan ihukuman iyang 

iharus idijatuhkan secara ibersamaan. 

iTetapi pelaku idalam putusan ipengadilan 

inegeri inomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN 

iRan hanya dihukum idengan ipidana 

idenda isejumlah iRp 70.000.000,00 i(tujuh 

puluh ijuta irupiah). Artinya ipidana iyang 

idijatuhkan ioleh ihakim tidak isesuai 

dengan iancaman ipidana idalam Pasal i93 

iayat i(2) iUndang-Undang iNomor i45 

Tahun i2009 itentang iPerubahan iatas 

Undang-Undang iNomor i31 iTahun i2004 

tentang iPerikanan.  

Berdasarkan iuraian itersebut, imaka 

rumusan imasalah dalam ipenelitian iini 

iyaitu bagaimana ipenerapan iputusan 

ipemidanaan terhadap itindak ipidana 

iillegal ifishing i(studi putusan ipengadilan 

inegeri inomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN 

iRan)? Penelitian iini bertujuan iuntuk 

imengetahui idan imemahami serta 

imenganalisis ipenerapan putusan 

pemidanaan terhadap itindak ipidana 

iillegal fishing i(studi putusan ipengadilan 

inegeri nomor i17/Pid.Sus-Prk/2021/PN 

Ran). 

B. Metode Penelitian 

Penelitian iini imenggunakan ijenis 

penelitian ihukum inormatif. iMenurut 

Philipus iM. iHadjon, ipenelitian ihukum 

normatif iadalah ipenelitian iyang 

ditujukan untuk imenemukan idan 

imerumuskan argumentasi ihukum 

imelalui analisis terhadap ipokok 

ipermasalahan. iRoni iHanitijo Soemitro 

imengartikan penelitian ihukum normatif 

isebagai ipenelitian iyang idigunakan 

untuk mengkaji ikaidah-kaidah idan iasas-

asas hukum (Bachtiat: 2018, 56-57). 

iSedangkan Soerjono Soekanto idan iSri 

iMamuji, penelitian ihukum inormatif iatau 

idisebut ijuga penelitian ihukum 

ikepustakaan iadalah penelitian ihukum 

iyang idilakukan dengan cara imeneliti 

ibahan ipustaka iatau idata sekunder 

ibelaka (Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno 

Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea: 2021, 

376). iBerdasarkan uraian itersebut, imaka 

penelitian ihukum inormatif imerupakan 

penelitian ihukum iyang iberfokus ipada 

kaidah-kaidah iatau iasas-asas, idalam 

artian bahwa ihukum idikonsepkan 

isebagai inorma atau ikaidah iyang 

bersumber dari iperaturan perundang-
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undangan, iputusan ipengadilan, dan 

idoktrin idari para ipakar ihukum 

terkemuka. iPenelitian ihukum inormatif 

iyang dimaksud yaitu iPenerapan iPutusan 

Pemidanaan iKepada iPelaku iTindak 

iPidana Illegal Fishing (Studi Putusan 

Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran). 

Penelitian iini imenggunakan imetode 

pendekatan iperaturan iperundang-

undangan (statute approach), ipendekatan 

kasus (case approach), idan ipendekatan 

analitis (analytical approach). Pengumpulan 

data idalam ipenelitian iini idilakukan 

idengan cara istudi pustaka. iAdapun idata 

iyang digunakan idalam penelitian iini 

iyaitu idata sekunder. iData isekunder 

iadalah idata iyang sudah diolah idan 

ididokumentasikan sehingga imerupakan 

idata iyang isiap ipakai atau siap isaji 

(Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, 

dan Hotma P. Sibuea: 2021, 352). iData 

isekunder itersebut iterdiri idari bahan 

ihukum iprimer, ibahan hukum sekunder 

idan ibahan ihukum itersier. 

Bahan ihukum iprimer iadalah ibahan 

hukum iyang imempunyai kekuatan 

imengikat secara iumum. iBahan ihukum 

isekunder iyang digunakan idalam 

ipenelitian iini iyaitu Kitab Undang-

Undang iHukum iAcara iPidana, Undang-

Undang iNomor i31 iTahun i2004 tentang 

iPerikanan, Undang-Undang iNomor 45 

iTahun i2009 itentang iPerubahan iatas 

Undang-Undang iNomor i31 iTahun i2004 

tentang iPerikanan, Undang-Undang 

iNomor 48 iTahun i2009 itentang 

iKekuasaan Kehakiman, dan Putusan 

iPengadilan iNegeri Nomor i17/Pid.Sus-

Prk/2021/PN iRan. Bahan hukum isekunder 

iadalah ibahan ihukum iyang memberi 

penjelasan iterhadap ibahan ihukum 

primer. iBahan ihukum isekunder iyang 

digunakan idalam ipenelitian iini iyaitu 

idari buku idan ijurnal iyang iberkaitan 

dengan topik penelitian. Sedangkan bahan 

ihukum itersier adalah ibahan ihukum 

iyang imemberi penjelasan iterhadap 

ibahan ihukum iprimer dan ibahan ihukum 

isekunder. Bahan ihukum tersier iyang 

idigunakan idalam ipenelitian iini yaitu 

iKBBI Edisi iV, ikamus ihukum, idan 

internet (Bachtiat: 2018, 141). 

Penelitian iini imenggunakan ianalisis 

data ikualitatif iyaitu idata iyang telah 

diinventarisasi idianalisis isecara 

ideskriptif, logis, idan isistematis. 

Deskriptif iartinya memberikan ideskripsi 

idari iseluruh idata penelitian isesuai 

dengan ikenyataan iyang sebenernya. 

iLogis iartinya ianalisis idata iyang 

dilakukan isesuai idengan ilogika iatau 

imasuk akal. iSedangkan isistematis artinya 

ihasil analisis idata iyang idilakukan isaling 

berkaitan. iSetelah menganalisis idata, 

imaka selanjutnya imelakukan ipenarikan 

kesimpulan isecara deduktif iyaitu 

ipenarikan kesimpulan idari ihal-hal iyang 

ibersifat iumum ke khusus. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Prinsip ipemidanaan iterhadap ipelaku 

tindak ipidana iharus idiketahui idan 

dipahami terlebih idahulu isecara 

imendalam idasar idari pemidanaan 

itersebut. Demikian ijuga ihal dengan 

ipenerapan iputusan ipemidanaan kepada 

ipelaku tindak ipidana iillegal ifishing (studi 

iputusan inomor i17/Pid.Sus-Prk/2021/PN 

Ran).  

Adanya iipemidanaan ididasarkan 

ikarena telah iterjadinya itindak ipidana, 

sebab itidak ada ipidana itanpa ikesalahan. 

iHal iini isesuai dengan iasas ilegalitas yang 

iterkandung idalam Pasal i1 iayat i(1) 

iKUHP iyang imenentukan bahwa suatu 

iperbuatan itidak idapat idipidana, kecuali 

iberdasarkan ikekuatan iketentuan 
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perundang-undangan ipidana iyang itelah 

iada. Oleh ikarena iitu, iadanya 

pemidanaan ikepada pelaku itindak 

ipidana iillegal ifishing ikarena adanya 

pelanggaran iterhadap iUndang-Undang, 

idalam ihal iini iUndang-Undang Nomor 45 

iTahun i2009 tentang Perikanan. 

Pemidanaan ikepada ipelaku itindak 

pidana idilakukan ioleh ihakim. Menurut 

iPasal 1 iangka i8 iKUHAP ibahwa ihakim 

iadalah pejabat iperadilan negara iyang 

idiberi wewenang ioleh iundang-undang 

iuntuk mengadili. Sedangkan imenurut 

iPasal i1 angka i5 iUndang-Undang iNomor 

i48 iTahun 2009 tentang iKekuasaan 

iKehakiman ibahwa hakim iadalah ihakim 

ipada iMahkamah Agung dan ihakim ipada 

ibadan iperadilan iyang berada idi 

ibawahnya idalam lingkungan peradilan 

iumum, ilingkungan iperadilan agama, 

ilingkungan peradilan imiliter, lingkungan 

iperadilan itata iusaha inegara, idan hakim 

ipada pengadilan ikhusus iyang iberada 

dalam ilingkungan iperadilan itersebut. 

Hakim idalam imengadili iatau 

imemutus iperkara ipidana iwajib 

imemiliki dan imenguraikan 

ipertimbangannya. Sebagaimana idiatur 

idalam iPasal i197 iayat (1) ihuruf id 

iKUHAP, ipertimbangan idisusun secara 

iringkas imengenai fakta idan keadaan 

beserta ialat ipembuktian iyang idiperoleh 

dari pemeriksaan di isidang iyang imenjadi 

idasar penentuan ikesalahan iterdakwa.   

Hakim isebagai iaktor ipenting idalam 

setiap ipersidangan ikarena ihanya hakim 

iyang berhak imenentukan ibersalah iatau 

itidak bersalahnya iseseorang. Hakim 

idalam memeriksa, imengadili, idan 

imemutus iperkara dituntut iharus 

berdasarkan ifakta ihukum yang iada 

iterungkap idi ipersidangan, imoral 

hukum, dan ikaidah ihukum isebagai 

pertimbangan iputusannya iterhadap 

isuatu perkara untuk imendapatkan 

ikeadilan, kepastian idan iketertiban 

ihukum. Hakim mempunyai itujuan 

imenegakkan ikebenaran dan ikeadilan 

iserta idalam itugasnya memiliki kewajiban 

iuntuk iselalu imenjunjung itinggi hukum 

(Tata Wijayanta dan Feri Firmansyah, 2011: 

42).  

Pertimbangan ihakim iadalah 

ipemikiran-pemikiran iatau ipendapat 

ihakim dalam menjatuhkan iputusan 

idengan imelihat ihal-hal yang idapat 

imeringankan dan imemberatkan pelaku. 

iPertimbangan ihakim idalam isuatu 

putusan iyang mengandung 

ipenghukuman terdakwa iharus iditujukan 

iterhadap ihal-hal terbuktinya iperistiwa 

ipidana iyang dituduhkan ikepada 

iterdakwa. iOleh ikarena suatu iperbuatan 

iyang idiancaman idengan hukum ipidana 

iselalu iterdiri idari beberapa bagian iyang 

imerupakan isyarat idapatnya perbuatan 

iitu idikenakan hukuman, imaka tiap-tiap 

ibagian iharus iditinjau iapakah isudah 

dapat idianggap nyata iterjadi (Lilik 

Mulyadi: 2012, 192).  

Berdasarkan ipenelitian, ipenerapan 

putusan ipemidanaan ikepada ipelaku 

tindak pidana iillegal ifishing i(studi 

iputusan inomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN 

Ran) itelah teruraikan idi idalam 

ipertimbangan ihakim. Pertimbangan 

itersebut terdiri idari pertimbangan iyuridis 

idan ipertimbangan non-yuridis. 

Pertimbangan iyuridis iadalah 

pertimbangan ihakim imendasarkan 

putusannya pada iketentuan iperaturan 

perundang-undangan isecara iformil. 

iHakim secara yuridis, itidak iboleh 

imenjatuhkan pidana itersebut ikecuali 

iapabila idengan sekurang-kurangnya idua 

ialat ibukti iyang sah, sehingga ihakim 
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imemperoleh keyakinan bahwa isuatu 

itindak ipidana benar-benar terjadi idan 

iterdakwalah yang ibersalah melakukannya 

(Lilik Mulyadi: 2012, 193).   

Hal itersebut idiatur idalam iPasal i183 

KUHAP ibahwa ihakim itidak iboleh 

menjatuhkan ipidana ikepada iseorang 

ikecuali apabila idengan isekurang-

kurangnya idua ialat bukti iyang isah iia 

imemperoleh ikeyakinan bahwa isuatu 

tindak ipidana ibenar-ibenar terjadi idan 

ibahwa iterdakwalah iyang bersalah 

melakukannya. iHal iini ijuga isenada 

idengan ketentuan idalam iPasal i6 iayat (2) 

UU iNomor 48 iTahun i2009 ibahwa itidak 

iseorang ipun dapat idijatuhi ipidana, 

kecuali iapabila pengadilan ikarena ialat 

pembuktian iiyang isah menurut iundang-

undang, imendapat keyakinan ibahwa 

iseseorang iyang idianggap dapat 

bertanggung ijawab, itelah ibersalah iatas 

perbuatan iyang ididakwakan iatas dirinya. 

Alat ibukti isah iyang idimaksud 

iadalah ialat ibukti isebagaimana idiatur 

dalam iPasal 184 iayat i(1) iKUHAP iyaitu 

iketerangan isaksi, keterangan iahli, surat, 

ipetunjuk, idan keterangan iterdakwa. iDari 

ikelima ijenis ialat bukti tersebut, ialat 

ibukti iyang iterungkap idi persidangan 

idalam iputusan inomor 17/Pid.Sus-

Prk/2021/PN iRan iterdiri idari keterangan 

isaksi, iketerangan iahli, dan keterangan 

iterdakwa. 

Berdasarkan ialat-alat ibukti itersebut 

idan setelah ihakim imempelajari dengan 

iseksama tuntutan ijaksa ipenuntut iumum 

idan pembelaan iatau permohonan 

iterdakwa, imaka majelis ihakim isampai 

ipada ipembahasan apakah terdakwa 

iterbukti ibersalah melakukan itindak 

ipidana isebagaimana tuntutan jaksa 

ipenuntut iumum, isehingga harus idijatuhi 

ihukuman iatau iterbukti itapi bukan 

imerupakan itindak ipidana isehingga 

harus ilepas idari isegala ituntutan hukum, 

iatau tidak iterbukti isehingga iharus 

idibebaskan dari idakwaan ijaksa penuntut 

iumum. iOleh karena iitu, iharus 

idibuktikan ikalau iterdakwa telah 

melakukan iperbuatan iyang imemenuhi 

unsur-unsur idari ipasal-pasal itindak 

pidana yang ididakwakan ioleh ijaksa 

ipenuntut umum. 

Adapun ipertimbangan ihakim iatas 

ipasal-pasal itindak ipidana iyang 

didakwakan ioleh jaksa ipenuntut iumum 

iyaitu:  

1. Menimbang ibahwa iterdakwa idalam 

persidangan itelah didakwa ioleh ijaksa 

penuntut iumum imelakukan itindak 

ipidana sebagaimana idimaksud idalam 

idakwaan alternatif jaksa ipenuntut 

iumum iyaitu melanggar: 

a. Pasal i93 iayat i(2) ijo. iPasal i27 iayat 

i(2) Undang-Undang Nomor i45 

iTahun 2009 itentang iPerubahan iatas 

iUndang-Undang iNomor i31 iTahun 

i2004 tentang iPerikanan sebagaimana 

iyang telah idiubah idalam iUndang-

Undang Nomor i11 iTahun i2020 

itentang iCipta Kerja ijo. iPasal i55 

ayat i(1) ike-1 iKitab Undangg-

Undang iHukum iPidana; atau 

b. Pasal i85 ijo. iPasal i9 iUndang-

Undang Nomor i45 iTahun 2009 

itentang perubahan iatas iUndang-

Undang Nomor i31 Tahun i2004 

itentang Perikanan ijo. iPasal i102 ijo. 

iUndang-Undang iNomor i31 iTahun 

i2004 tentang iPerikanan ijo. Pasal i55 

iayat i(1) ke-1 iKitab iUndangg-

Undang iHukum Pidana; atau 

c. Pasal i92 ijo. iPasal i26 iayat i(1) 

iUndang-Undang iNomor 45 iTahun 

i2009 tentang iPerubahan iatas 

iUndang-Undang Nomor i31 iTahun 
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i2004 tentang iPerikanan 

isebagaimana yang telah idiubah 

idalam iUndang-Undang Nomor i11 

Tahun i2020 itentang iCipta Kerja ijo. 

iPasal i55 iayat i(1) ke-1 iKitab 

Undangg-Undang iHukum iPidana. 

2. Menimbang ibahwa ioleh ikarena 

iterdakwa dalam ipersidangan telah 

ididakwa ioleh jaksa ipenuntut iumum 

idengan idakwaan yang iberbentuk 

ialternatif, isehingga majelis ihakim 

idengan memperhatikan fakta-fakta 

ihukum idi ipersidangan, memilih 

langsung idakwaan ialternatif kesatu 

ijaksa ipenuntut iumum yaitu iPasal 93 

iayat i(2) ijo iPasal i27 iayat i(2) iUndang-

Undang Nomor i45 iTahun i2009 

itentang Perubahan iatas iUndang-

Undang iNomor 31 iTahun i2004 

itentang iPerikanan sebagaimana iyang 

itelah idiubah idalam Undang-Undang 

iRI Nomor i11 iTahun 2020 itentang 

iCipta iKerja ijo iPasal i55 iayat (1) ike-1 

iKitab iUndang-Undang iHukum Pidana 

iyang iunsur-unsurnya isebagai berikut: 

a. Unsur isetiap iorang 

b. Unsur imemiliki idan/atau 

mengoperasikan ikapal penangkapan 

ikat iberbenda iasing 

c. Unsur imelakukan ipenangkapan 

iikan 

d. Unsur idi iZona iEkonomi iEksklusif 

Indonesia 

e. Unsur itanpa imemiliki iperizinan 

berusaha 

f. Unsur imenimbulkan ikecelakaan 

dan/atau imenimbulkan 

korban/kerusakan iterhadap 

ikesehatan, ikeselamatan dan/atau 

ilingkungan. 

Berdasarkan ipertimbangan ihakim 

iatas fakta-fakta iyang iterungkap idi depan 

persidangan iyang idihubungkan idengan 

keterangan idari ipara saksi-saksi iyang 

keterangannya idisampaikan idan 

idibacakan di idepan ipersidangan, 

pendapat idari iahli, keterangan iterdakwa, 

idan ibarang ibukti iyang diajukan idi 

depan ipersidangan, imajelis hakim 

iberpendapat ibahwa ikeenam iunsur 

tersebut telah iterpenuhi. iSehingga imajelis 

hakim isependapat idengan ijaksa 

ipenuntut umum idalam isurat 

ituntutannya ibahwa terdakwa itelah 

iterbukti isecara isah idan meyakinkan 

imelakukan itindak ipidana sebagaimana 

idimaksud idalam iPasal i93 ayat (2) ijo 

iPasal i27 iayat i(2) iUndang-Undang 

Nomor i45 iTahun i2009 itentang 

Perubahan atas iUndang-Undang iNomor 

i31 iTahun i2004 tentang iPerikanan 

sebagaimana iyang itelah diubah idalam 

iUndang-Undang iNomor i11 Tahun 2020 

itentang iCipta iKerja ijo iPasal i55 ayat i(1) 

ike-1 iKitab iUndang-Undang Hukum 

Pidana. iSelain iitu, idalam ipersidangan 

itidak terdapat iadanya ialasan-alasan 

ipembenar idan atau ialasan-alasan ipemaaf 

isebagai ialasan penghapus sifat itindak 

ipidananya. iOleh karena iitu, icukup 

imenurut ihukum menyatakan terdakwa 

iadalah iorang iyang tepat idan idapat 

imempertanggungjawabkan perbuatannya, 

isehinggga iterdakwa iharus dijatuhi 

ipidana. 

Selain ipertimbangan iyuridis itersebut, 

hakim ijuga imemiliki pertimbangan inon-

yridisi. Pertimbangan inon-yuridis iadalah 

pertimbangan hakim idalam imenjatuhkan 

pidana iyang ididasarkan ipada ilatar 

ibelakang sosial terdakwa idan 

imemperhatikan ibahwa pidana iyang 

idijatuhkan imempunyai manfaat bagi 

imasyarakat (Sudarto: 1986, 67). 

Pertimbangan inon-yuridis ijuga 

ididasarkan atas fakta-fakta iyang 
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iterungkap idi persidangan iyang 

imencakup iakibat perbuatan terdakwa, 

ikondisi idiri iterdakwa, dan iperan iatau 

ikedudukan iterdakwa. 

1. Akibat iperbuatan iterdakwa 

Suatu iperbuatan ipidana ipasti 

memiliki idampak ibaik ibagi ikorban 

maupun ibagi imasyarakat. iAkibat 

perbuatan iterdakwa idapat iberupa 

kerugian isecara ifisik, materi, idan 

psikologi. iBerdasarkan ipenelitian, 

akibat perbuatan idalam iputusan 

inomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN iRan 

menimbulkan ikerusakan ilingkungan, 

dalam ihal iini imengganggu idan 

merusak keberlanjutan isumber idaya 

iikan. 

2. Kondisi diri terdakwa 

Kondisi idiri iterdakwa adalah 

ikeadaan fisik idan ipsikis iterdakwa 

sebelum melakukan ikejahatan, 

itermasuk istatus sosial iyang imelekat 

ipada dirinya. iKondisi fisik itersebut 

iyaitu iusia idan itingkat kedewasaan, 

idan ikeadaan ipsikis iadalah perasaan 

imisalnya idalam ikeadaan terpaksa, 

ipikiran kacau, iterancam iataupun 

takut. iSedangkan iyang istatus isosial 

adalah predikat iyang idimiliki 

iterdakwa dalam imasyarakat, imisalnya 

iterdakwa merupakan iseorang ipejabat, 

ipolisi, wiraswasta, idan isebagainya. 

Berdasarkan ipenelitian, ikondisi 

psikologis iterdakwa idalam iputusan 

nomor i17/Pid.Sus-Prk/2021/PN iRan idi 

persidangan idalam ikeadaan isehat dan 

tidak iterdapat itanda icacat ijiwa iatau 

terkena ipenyakit, idemikian ipula 

tentang perbuatan iyang idilakukan 

ibukan merupakan iperbuatan iyang 

dilakukan karena ikeadaan iterpaksa 

(overmacht) ihal mana idilihat idari 

keadaan ipada isaat terjadinya itindakan 

(tempos idelict) ditambah idengan 

keterangan isaksi-saksi yaitu iterdakwa 

itidak imelakukan idalam suatu keadaan 

idarurat iatau ipun pembelaan idiri 

i(noodweer) idan ibukan perbuatan yang 

idilakukan iuntuk melaksanakan 

iperintah ijabatan (ambetelijk ibevel), atau 

ipun untuk melaksanakan iketentuan 

iperundang-undangan (wettelijke 

voorscrift) ikarena senyatanya iterdakwa 

iberkehendak iuntuk memperoleh hasil 

ilaut iberupa iikan idi Wilayah iPerairan 

iLaut iIndonesia i(ZEEI Laut Natuna). 

3. Peran atau kedudukan terdakwa 

Peran iatau ikedudukan iterdakwa 

iyaitu peran iterdakwa ipada isaat 

melakukan tindak ipidana, iapakah 

iterdakwa ihanya seorang idiri iatau iada 

orang ilain iyang ijuga turut 

melakukannya. Peran iatau kedudukan 

iterdakwa dalam iterjadinya tindak 

ipidana ipastinya imenjadi 

pertimbangan ihakim dalam 

imenjatuhkan iputusannya, iterutama 

idalam ihal penentuan iberat ringannya 

ipidana iyang dijatuhkani. Berdasarkan 

ipenelitian, iperan atau kedudukan 

iterdakwa idalam iputusan nomor 

17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran sebagai 

inakhoda iyang imerupakan pemimpin 

itertinggi idalam imengelola, 

melayarkan, idan imengarahkan ikapal 

tersebut. 

Pertimbangan ihakim isecara inon-

yuridis juga imencakup ikeadaan iyang 

memberatkan dan imeringankan ihukuman 

ibagi iterdakwa, di imana ihal iini ijuga 

wajib idimuat idalam putusan 

isebagaiamana idiatur idalam iPasal 197 

iayat (1) huruf if ibahwa isurat iputusan 

pemidanaan imemuat ipasal iperaturan 

perundang-undangan iyang imenjadi 

idasar pemidanaan iatau itindakan idan 
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ipasal peraturan perundang-undangan 

iyang menjadi dasar ihukum idari 

iputusan, idisertai keadaan yang 

imemberatkan idan iyang imeringankan 

terdakwa.  

Berdasarkan ipenelitian, ikeadaan 

iyang memberatkan ihukuman ibagi 

terdakwa idalam putusan inomor 

i17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran yaitu: 

1. Perbuatan iTerdakwa imenimbulkan 

keresahan ipada inelayan isetempat  

2. Perbuatan iTerdakwa imenimbulkan 

kerugian ibagi isumberdaya ikelautan 

dan perikanan iIndonesia iserta inelayan 

setempat 

3. Perbuatan iterdakwa itidak imendukung 

pemberantasan iIllegal, iUnreported and 

Unregulated (IUU) fishing. 

Sedangkan ikeadaan iyang 

imeringankan hukuman ibagi iterdakwa 

iyaitu: 

1. Terdakwa ibersikap isopan idalam 

persidangan idan imengakui iterus 

iterang perbuatannya 

2. Terdakwa isebagai itulang ipunggung 

keluarganya iyang imasih imenjadi 

tumpuan ibagi iistri idan ianaknya 

3. Terdakwa imenyesali iperbuatannya 

idan berjanji iuntuk itidak imengulangi 

perbuatannya. 

Setelah imajelis ihakim imenguraikan 

pertimbangannya isecara iyuridis idan non-

yuridis itersebut, imaka ihakim 

imenjatuhkan hukuman ikepada terdakwa 

iyaitu ipidana idenda isejumlah 

iRp.70.000.000,00 (tujuh ipuluh ijuta 

rupiah). iMerujuk ipada idakwaan jaksa 

ipenuntut iumum iyang iterbukti idi 

persidangan itelah idilanggar ioleh 

iterdakwa yaitu iPasal i93 iayat i(2) ijo 

iPasal i27 ayat i(2) Undang-Undang 

iNomor i45 iTahun i2009 tentang 

iPerubahan iatas Undang-Undang Nomor 

i31 iTahun i2004 itentang iPerikanan 

sebagaimana iyang telah idiubah idalam 

Undang-Undang iNomor i11 iTahun i2020 

tentang iCipta Kerja ijo iPasal i55 iayat i(1) 

ike-1 Kitab iUndang-Undang iHukum 

iPidana, imaka ancaman ihukuman 

ikepada iterdakwa iyaitu pidana ipenjara 

ipaling ilama i6 (enam) itahun dan idenda 

ipaling ibanyak iRp 20.000.000.000,00 (dua 

ipuluh miliar irupiah). Hal iini 

imenunjukkan ibahwa ipidana ipenjara dan 

ipidana idenda wajib idijatuhkan isecara 

bersamaan. iNamun ifaktanya, ihakim 

ihanya menjatuhkan ipidana idenda isaja. 

Adapun ialasan imajelis ihakim itidak 

menjatuhkan ipidana ipenjara ikepada 

terdakwa iyaitu:  

1. Menimbang ibahwa iketentuan iPasal 

i102 Undang-Undang Nomor i31 iTahun 

i2004 tentang iPerikanan imenentukan 

bahwa ketentuan itentang ipidana 

ipenjara idalam Undang-Undang iini 

itidak iberlaku ibagi tindak ipidana idi 

ibidang perikanan iyang terjadi idi 

iwilayah ipengelolaan iperikanan 

Republik iIndonesia isebagaimana 

dimaksud idalam iPasal i5 ayat (1) 

ihuruf ib, kecuali itelah iada iperjanjian 

iantara pemerintah iRepublik iIndonesia 

idengan pemerintah inegara asal iyang 

bersangkutan 

2. Menimbang ibahwa iyang idimaksud 

dengan iwilayah pengelolaan iperikanan 

Republik iIndonesia isebagaimana 

dimaksud idalam iPasal i5 iayat i(1) 

ihuruf ib Undang-Undang Nomor i31 

iTahun i2004 tentang iPerikanan, iadalah 

iZona Ekonomi Eksklusif iIndonesia 

i(ZEEI). iBahwa idari keterangan ipara 

isaksi ipenangkap idan iahli bidang 

ipelayaran, KIA iBV i9998 iTS iyang 

ditangkap idan idiperiksa ioleh iKRI 

Bung Tomo-357 ikarena ipada i06º i02’ 

https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Relation
https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan


Jurnal Panah Keadilan                                                   P-ISSN: 2775-3166 E-ISSN: 2776-3560 

Vol. 2 No. 1 Edisi Februari 2023                Universitas Nias Raya 

https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan 110 

 

i42” iLU-107º i28’ i10” BT iyaitu 

iperairan iZEEI, KIA iBV i9998 iTS itelah 

imelakukan penangkapan iikan isecara 

iillegal, idengan barang ibukti adanya 

idua iunit iset ialat penangkap iikan 

iberupa ijaring ipair trawl, di iatas ipalka 

idan iikan ihasil itangkapan lebih 

ikurang sebanyak i1 (satu) ipalka adalah 

ialat iuntuk imelakukan itindak pidana 

idan ihasil itindak ipidana iyang 

dilakukan iVien iDinh Hung isebagai 

nakhoda ikapal iBV i9998 iTS 

3. Menimbang ikecuali itelah iada 

iperjanjian antara ipemerintah Republik 

iIndonesia dengan ipemerintah inegara 

iyang bersangkutan, ibahwa ipemerintah 

Republik iIndonesia itidak 

melaksanakan perjanjian iperikanan, 

imaka imajelis ihakim berpendapat 

ibahwa iterdakwa imempunyai hak 

iuntuk itidak dipidana ipenjara 

4. Menimbang ibahwa iterdakwa itidak 

dijatuhi ipidana ipenjara sebagaimana 

ditentukan idalam iketentuan iPasal i102 

Undang-Undang iNomor i31 iTahun 

i2009 tentang iPerikanan idan ijuga 

sebagaimana diatur idalam iPasal i73 

iUnited iNations Conventions ion ithe iLaw 

iof ithe Sea, majelis ihakim sependapat 

idengan penuntut iumum ibahwa 

iterhadap terdakwa hanya idikenai 

ihukuman ipidana idenda, dalam ihal ini 

ijuga idiperkuat iberdasarkan Surat 

iEdaran iMahkamah Agung iRepublik 

Indonesia i(SEMA iRI) iNomor i3 iTahun 

2015 itentang iPemberlakuan iRumusan 

Hasil iRapat iPleno Kamar iMahkamah 

Agung iTahun i2015 isebagai iPedoman 

Pelaksanaan iTugas ibagi iPengadilan, 

iyang menentukan bahwa idalam 

iperkara iillegal fishing idi iwilayah iZEEI 

terhadap terdakwa ihanya idapat 

idikenakan ipidana denda tanpa 

idijatuhi ikurungan ipengganti idenda. 

Keempat iuraian ialasan imajelis 

ihakim tersebut imenjadi idasar iuntuk 

tidak menjatuhkan ipidana ipenjara 

ikepada iterdakwa. iWalaupun ipidana 

ipenjara dalam Pasal i93 iayat (2) iUndang-

Undang iNomor i45 Tahun i2009 tentang 

iPerubahan iatas iUndang-Undang iNomor 

i31 iTahun i2004 itentang Perikanan 

idiancamankan ibersamaan idengan pidana 

idenda, itetapi iketentuan dalam iPasal 102 

iUndang-Undang iNomor i31 iTahun i2004 

tentang iPerikanan dan iSEMA iRI iNomor 

i3 Tahun i2015 itentang iPemberlakuan 

iRumusan Hasil Rapat iPleno iKamar 

iMahkamah iAgung Tahun i2015 isebagai 

iPedoman Pelaksanaan Tugas ibagi 

iPengadilan, imengesampingkan pidana 

ipenjara kecuali itelah iada iperjanjian 

antara iPemerintah iRepublik iIndonesia 

dengan pemerintah inegara iasal iyang 

bersangkutan isebagaimana idimaksud 

idalam Pasal i102 iUndang-Undang 

iNomor i31 iTahun 2004 itentang 

iPerikanan tersebut. iBerlakunya ketentuan 

iPasal i102 itersebut ikarena ihingga saat 

iini belum iada iperjanjian iyang dimaksud. 

Ketentuan iPasal i102 iUndang-Undang 

Nomor i31 iTahun i2004 itentang Perikanan 

tersebut imerupakan iadopsi idari iPasal i73 

ayat i(3) iUnited iNations Convention ion iThe 

Law iof ithe Sea (UNCLOS) i1982 iyang 

isering disebut Konvensi iPerserikatan 

iBangsa-bangsa (PBB) itentang iHukum 

iLaut, iyang menentukan ibahwa icoastal 

istate ipenalties for iviolations iof ifisheries 

ilaws iand regulations iin ithe iexclusive 

ieconomic izone may inot iinclude 

iimprisonment, iin the absence iof iagreements 

ito ithe icontrary iby the istates iconcerned, ior 

iany other iform iof corporal ipunishment 

i(hukuman inegara pantai iyang 
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idijatuhkan terhadap ipelanggaran 

iperaturan iperundang-undangan 

iperikanan idi zona ekonomi ieksklusif 

itidak iboleh mencakup ipengurungan, ijika 

itidak iada perjanjian isebaliknya iantara 

inegara-negara yang ibersangkutan, iatau 

isetiap bentuk hukuman ibadan ilainnya). 

iIndonesia isudah meratifikasi ikonvensi 

tersebut imelalui Undang-Undang iNomor 

i17 iTahun i1985 tentang iPengesahan 

United iNations Convention ion iThe iLaw iof 

iThe Sea (Konvensi iPerserikatan Bangsa-

Bangsa tentang iHukum iLaut). iSejak isaat 

iitu, Indonesia iresmi itunduk pada irezim 

UNCLOS i1982 itersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, menurut 

penulis bahwa ketentuan Pasal 102 

iUndang-Undang iNomor i31 iTahun i2004 

itentang Perikanan itersebut berakibat 

ipada terwujudnya ikepastian ihukum. 

iDalam ihal ini, ibahwa idengan tidak 

idiberlakukannya pidana ipenjara, imaka 

ipenerapan isanksi pidana iyang hanya 

idalam ibentuk ipidana denda iakan 

imengalami ikesulitan ibilamana isi 

terpidana itidak imau iatau itidak imampu 

membayar ipidana idenda. iBahkan apabila 

hakim imenjatuhkan ipidana ipenjara, 

imaka sama ihalnya imelanggar UNCLOS 

i1982 tersebut. 

D. Penutup 

Berdasarkan itemuan ipenelitian idan 

ipembahasan, imaka idisimpulkan bahwa 

ipenerapan iputusan ipemidanaan 

terhadap itindak ipidana iillegal fishing 

(studi iputusan inomor i17/Pid.Sus-

Prk/2021/PN iRan) di imana ihakim hanya 

imenjatuhkan ipidana idenda ikepada 

iterdakwa, ididasarkan iketentuan dalam 

iPasal i102 iUndang-Undang iNomor i31 

iTahun i2004 itentang iPerikanan yang 

mengatur bahwa iketentuan itentang 

pidana ipenjara idalam iUndang-Undang 

iini tidak iberlaku ibagi itindak ipidana idi 

ibidang perikanan iyang iterjadi idi 

iwilayah pengelolaan iperikanan Republik 

iIndonesia sebagaimana idimaksud idalam 

iPasal i5 ayat (1) ihuruf ib, ikecuali itelah 

iada iperjanjian antara Pemerintah 

iRepublik iIndonesia dengan ipemerintah 

inegara asal iyang bersangkutan. Menurut 

ipenulis ibahwa isudah sepatutnya ihakim 

imenjatuhkan ipidana penjara bersamaan 

idengan ipidana idenda karena 

ipemidanaan ihanya idengan ipidana 

denda idirasa ikurang iefektif idalam 

memberantas itindak ipidana iiillegal 

ifishing. Berdasarkan isimpulan itersebut, 

imaka penulis imenyarankan iagar ihakim 

menjatuhkan ipidana ipenjara ibersamaan 

dengan ipidana idenda iagar isetiap orang 

iyang melanggar iaturan itersebut 

imemiliki iefek jera. 
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